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Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui pelaksanaan sistem 
pendidikan inklusi di SMK Negeri 9 Surakarta. (2) Mengetahui kepedulian 
yang dibangun antar siswa dalam sebuah kelas inklusi di SMK Negeri 9 
Surakarta. 
Penelitian ini berlokasi di SMK Negeri 9 Surakarta. Metode Penelitian 
menggunakan deskriptif kualitatif dengan Jenis Penelitian berupa studi kasus. 
Teknik sampling yang digunakan yaitu teknik purposive sampling. Sedangkan 
teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi 
langsung, dan studi dokumen. Untuk meningkatkan kesahihan data, peneliti 
menggunakan triangulasi yaitu triangulasi sumber. Sementara analisis 
dilakukan dengan model analisis interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, 
reduksi data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Pelaksanaan sistem 
pendidikan inklusi di SMK Negeri 9 Surakarta masih banyak terdapat 
kelemahan terutama dari segi pelaksanaan proses pembelajaran di kelas. Hal 
tersebut dikarenakan ketidakberadaan GPK (Guru Pendamping Khusus dan 
kurangnya perhatian pemerintah, sehingga sekolah belum bisa 
menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan prinsip inklusif untuk 
memenuhi hak pendidikan anak. Akan tetapi jika dilihat dari segi penerimaan 
siswa ABK, keberadaan sekolah inklusif sangat baik yaitu semua siswa ABK 
yang mendaftar dapat diterima. Sedangkan dari segi ketersediaan sarana 
prasarana penunjang pendidikan, pihak sekolah masih belum dapat memenuhi 
kebutuhan ABK. Berkaitan dengan sistem penilaian yang diberlakukan untuk 
kelas inklusif masih belum memandang jenis kekhususan ABK karena sistem 
penilaian yang diberlakukan sama dengan kelas normatif.  (2) Kepedulian yang 
dibangun antar siswa dalam sebuah kelas inklusi di SMK Negeri 9 Surakarta 
berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan pihak sekolah telah melakukan 
sosialisasi tentang keberadaan ABK sejak awal, sehingga antara siswa ABK 
dan non-ABK dapat berinteraksi dengan baik selama di sekolah. 
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Pendahuluan 
Pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia untuk menjamin 
keberlangsungan hidupnya agar lebih bermartabat. Oleh karena itu negara memiliki 
kewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada setiap warga 
tanpa terkecuali termasuk yang memiliki perbedaan dalam kemampuan (Anak 
Berkebutuhan Khusus) seperti yang tertuang pada UUD 1945 pasal 31 (1). Selama ini 
Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) tersebut disediakan fasilitas pendidikan khusus 
disesuaikan dengan derajat dan jenis kekhususannya yang disebut dengan Sekolah Luar 
Biasa (SLB), yang perkembangannya dimulai ketika Belanda masuk ke Indonesia yaitu 
tahun 1596–1942. Akan tetapi tanpa disadari sistem pendidikan SLB telah menciptakan 
tembok eksklusifisme yang menghambat proses saling mengenal antara ABK dan non-
ABK. Oleh karena itu pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan akses pendidikan 
dengan kesetaraan melalui sekolah inklusi yang merupakan sekolah reguler yang 
mengkoordinasi dan mengintegrasikan siswa reguler dan siswa penyandang cacat dalam 
program yang sama. 
Penyelenggaraan pendidikan inklusi diharapkan mampu mencetak generasi 
penerus yang dapat memahami dan menerima segala bentuk perbedaan dan tidak 
menciptakan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat ke depannya. Akan tetapi 
ketidaksinkronisasi antara pihak sekolah sebagai pelaksana program dengan pemerintah 
sebagai pihak yang mencanangkan program menyebabkan proses penyelenggaraan 
pendidikan inklusi tidak berjalan dengan maksimal. Tanpa adanya perhatian dari 
pemerintah, tentunya menyebabkan sekolah tidak dapat menyelenggarakan pendidikan 
inklusi yang dicanangkan oleh pemerintah dengan baik dan sesuai dengan pedoman 
khusus penyelenggaraan pendidikan inklusi untuk mewujudkan gagasan pendidikan 
tanpa diskriminasi. 
Lokasi penelitian ini dilakukan di SMK N 9 Surakarta yang merupakan salah 
satu sekolah penyelenggara pendidikan inklusi yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan 
Kota Surakarta. Dalam penelitian ini hal yang menjadi rumusan masalah adalah 1) 
Bagaimana pelaksanaan sistem pendidikan inklusi di SMK Negeri 9 Surakarta, 2) 
Bagaimana kepedulian antarsiswa dibangun dalam sebuah kelas inklusi di SMK Negeri 
9 Surakarta. 
 
 
Metode 
Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 9 Surakarta. Bentuk penelitian ini 
adalah penelitian kualitatif dengan strategi pendekatan studi kasus tunggal terpancang. 
Sumber data berasal dari informan, yang meliputi Koordinator penyelenggara 
pendidikan inklusif, Wakil Kepala Sekolah bagian Kesiswaan, Wakil Kepala Sekolah 
bagian Kurikulum, Guru Bidang Studi, Kepala bagian Kurikulum Pendidikan 
Menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Surakarta, dosen Pendidikan 
Luar Biasa Universitas Sebelas Maret Surakarta, orangtua ABK dan siswa yang 
tergolong ABK serta dokumentasi atau arsip yang berhubungan dengan sejarah 
perkembangan SMK N 9 Surakarta. Sampling diambil dengan Dalam penelitian ini 
menggunakan Purposive samppling dilengkapi dengan snowball sampling. Teknik 
Purposive sampling dilakukan dengan memilih informan yang dianggap mengetahui 
informasi dan masalah yang hendak diteliti secara mendalam dan dapat dipercaya untuk 
menjadi sumber data yang mantap sehingga kemungkinan pilihan informan dapat 
berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan peneliti dalam memperoleh data. 
Teknik snowball sampling dilakukan dengan cara peneliti terjun ke lokasi secara 
langsung, kemudian peneliti bertanya mengenai informasi yang diperlukan kepada 
informan pertama. Kemudian peneliti menanyakan kepada informan pertama untuk 
menemukan informan kedua. Demikian seterusnya hingga peneliti mendapatkan 
informasi yang lebih mantap, lengkap dan mendalam. Informan pertama dalam 
penelitian ini bisa memberikan informasi untuk menemukan informan selanjutnya. 
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung, wawancara mendalam, 
dan dokumentasi. Triangulasi sumber digunakan dalam teknik validitas data. Analisis 
data menggunakan analisis SWOT dan teknik analisis interaktif yakni dengan tahapan 
sebagai berikut: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan simpulan 
dan verifikasinya. 
 
Review Literatur 
Untuk memahami konsep pemenuhan hak pendidikan anak Permeneg PP&PA 
No.5 Thn 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak menyatakan 
bahwa Pendidikan merupakan salah satu hak dasar anak yang menjadi masalah dan 
tanggungjawab bersama untuk memenuhinya. Masalah pendidikan juga merupakan 
salah satu upaya perlindungan anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-
hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal 
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 
kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, 
berakhlak mulia, dan sejahtera.  
Selanjutnya dalam Pedoman Khusus Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif 
Tahun 2007 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Direktorat 
Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah 
Luar Biasa, menyatakan bahwa dalam pemenuhan hak pendidikan anak, pendidikan 
yang ada pada saat ini telah diarahkan untuk menuju pendidikan inklusif sebagai wadah 
ideal yang diharapkan dapat mengakomodasikan  pendidikan bagi semua, terutama 
anak-anak yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus untuk memenuhi haknya dalam  
memperoleh pendidikan layaknya seperti anak-anak lain. Hal tersebut didukung oleh 
jurnal yang ditulis oleh Tarmansyah (2009) yang menyatakan bahwa “...saat ini terdapat 
kebijakan dan program dari Kemendiknas yang berupa pengembangan sekolah inklusi, 
yakni menggabungkan anak normal dengan anak yang berkebutuhan khusus.  
Berdasarkan apa yang dituliskan dalam Komite Hak-Hak Ekonomi Social dan 
Budaya (EKOSOB) PBB (CESCR) pada tahun 1999, general  comments  
E/C.12/1999/10 berisi empat prinsip sebagai penjabaran hak atas pendidikan yang harus 
dipenuhi oleh setiap negara. Keempat prinsip tersebut adalah Ketersediaan, 
Aksesibilitas, Akseptablitas,  dan Adaptabilitas. Untuk penyelenggara pendidikan 
inklusi harus memenuhi keempat prinsip tersebut sehingga sekolah inklusi sebagai 
perwujudan pendidikan tanpa diskriminasi dapat berjalan dengan baik. 
Selanjutnya Ifdlali (2010: 03) salah satu kesepakatan Internasional yang 
mendorong terwujudnya sistem pendidikan inklusi adalah Convention on the Rights of 
Person with Disabilities and Optional Protocol yang disahkan pada Maret 2007. Pada 
pasal 24 dalam Konvensi ini disebutkan bahwa setiap negara berkewajiban untuk 
menyelenggarakan sistem pendidikan inklusi di setiap tingkatan pendidikan. Adapun 
salah satu tujuannya adalah untuk mendorong terwujudnya partisipasi penuh difabel 
dalam kehidupan masyarakat. Namun dalam prakteknya sistem pendidikan inklusi di 
Indonesia masih menyisakan persoalan tarik ulur antara pihak pemerintah dan praktisi 
pendidikan, terutama para guru. Selanjutnya Abdul rahim (2012: 13) dalam Deklarasi 
Salamanca (UNESCO, 1994) yang dihadiri oleh para menteri pendidikan sedunia 
berisikan Penegasan kembali atas Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia tahun 
1948 dan berbagai deklarasi lanjutan yang berujung pada Peraturan Standar PBB tahun 
1993 tentang kesempatan yang sama bagi individu penyandang cacat memperoleh 
pendidikan sebagai bagian integral dari sistem pendidikan yang ada. 
Namun dalam pelaksanaannya, pendidikan inklusi masih terdapat banyak 
hambatan terutama dari kalangan masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh Dr. 
Mansour Fakih (Disampaikan pada Diseminasi Nasional “Perwujudan Fasilitas Umum 
yang Aksesibel bagi Semua” di Yogyakarta 27-28 September 1999) bahwa masyarakat 
memiliki label yang buruk tentang ABK yaitu sebagai anak yang tidak berguna karena 
memiliki perbedan kemampuan dan tidak produktif. Dengan demikian masyarakat akan 
menutup akses pendidikan bagi ABK. 
 
Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Fenomena Pendidikan Inklusif merujuk pada kebutuhan pendidikan untuk semua 
(Education for All) tanpa memandang ras, golongan maupun usia, dengan fokus spesifik 
pada mereka yang rentan terhadap marjinalisasi dan pemisahan. Bagi sekolah 
penyelenggara pendidikan inklusif, berarti sekolah harus mengakomodasi semua anak 
tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial-emosional, atau kondisi lainnya. 
Salah satu sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah yang melaksanakan pendidikan 
inklusi yang ditunjuk Dinas Pendidikan Kota Surakarta adalah Sekolah Menengah 
Kejuruan Negeri 9 Surakarta. 
Dalam melihat pelaksanaan sistem pendidikan inklusi di SMK Negeri 9 
Surakarta dilakukan dengan analisis SWOT. Analisis SWOT akan melihat pelaksanaan 
sistem pendidikan inklusif yang diselenggarakan di sekolah dari segi kekuatan, 
kelemahan, peluang dan ancaman.  Teori analisis SWOT dilakukan untuk mengetahui 
apakah sekolah selaku penyelenggara sistem pendidikan inklusif sudah memenuhi hak-
hak anak berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan 
Perlindungan Anak No.5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan 
Anak, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan UU No.20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan demikian teori analisis SWOT digunakan 
untuk mengetahui bagaimana hak-hak anak dapat terpenuhi melalui pembelajaran di 
sekolah reguler yang melaksanakan sistem pendidikan inklusif.  
Berdasarkan data hasil penelitian yang telah dilakukan tentang “Sekolah Inklusi 
Sebagai Perwujudan Pendidikan Tanpa Diskriminasi (Studi Kasus Pelaksanaan Sistem 
Pendidikan Inklusi di SMK Negeri 9 Surakarta) diperoleh hasil sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan sistem pendidikan inklusi meliputi: 
a. Penerimaan siswa yang tergolong ABK 
Prosedur penerimaan siswa ABK di SMK Negeri 9 Surakarta 
disamakan dengan siswa non-ABK. Penjurusan didasarkan pada 
analisis jenis kekhususan yang dilakukan pada saat pendaftaran 
berdasarkan laporan dari orang tua ABK, kuota jurusan, hasil UAN 
dan hasil tes seleksi.  
b. Proses pembelajaran yang dilaksanakan di kelas inklusif 
Pembelajaran yang dilakukan untuk kelas inklusif, baik teori 
praktek sama dengan kelas normatif.  
 
c. Sarana prasarana penunjang pelaksanaan pendidikan inklusif yang 
tersedia 
Sarana prasarana penunjang pendidikan bagi ABK masih belum 
cukup untuk memenuhi kebutuhannya dalam mengakses pendidikan 
karena belum ada GPK (Guru Pendamping Khusus). 
d. Sistem penilaian hasil belajar 
Sistem penilaian yang diberlakukan di kelas inklusif masih belum 
memandang jenis kekhususan ABK karena sistem penilaian yang 
diberlakukan sama dengan kelas normatif.  
2. Kepedulian yang dibangun antarsiswa dalam sebuah kelas inklusi di 
SMK Negeri 9 Surakarta sudah cukup baik. Pihak sekolah telah 
melakukan sosialisasi keberadaan ABK kepada seluruh elemen sekolah 
sejak awal yaitu saat upacara pembukaan MOS dan khusus bagi guru 
pengampu mata pelajaran dilakukan pada saat rapat tahun ajaran baru. 
Interaksi antara ABK dengan non-ABK di sekolah sudah cukup baik, 
mereka sudah dapat saling berkomunikasi dan saling membantu tanpa 
memandang perbedaan kemampuan fisik maupun mental.  
Berdasarkan hasil analisis SWOT dari segi penerimaan siswa ABK komponen 
yang paling banyak muncul adalah strengh karena semua ABK yang mendaftar 
diterima. Dari segi proses pembelajaran komponen yang paling banyak muncul adalah 
weakness karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan guru mata pelajaran dalam 
membelajarkan ABK yang didukung oleh ketidakberadaan GPK (Guru Pendamping 
Khusus). Dari segi sarana prasarana penunjang pendidikan komponen yang paling 
banyak muncul adalah weakness karena ketidakberadaan GPK menyebabkan sekolah 
tidak dapat melakukan manajemen tenaga pendidik dan manajemen kurikulum. Dari 
segi sistem sistem penilaian komponen yang paling banyak muncul adalah strengh dan 
weakness karena meskipun tidak ada sistem penilaian khusus guru dapat melakukan 
modifikasi sistem penilaian termasuk ujian dan program remidial bagi ABK. Secara 
keseluruhan pelakasanaan sistem pendidikan inklusi di SMK Negeri 9 Surakarta dalam 
mewujudkan pendidikan tanpa diskriminasi masih banyak kelemahan atau weakness 
karena sistem tersebut masih terbilang baru untuk dilaksanakan sehingga memerlukan 
kerjasama yang baik antara sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dengan 
pemerintah. 
 
Penutup 
Berdasarkan rumusan masalah yang pertama yakni tentang pelaksanaan sistem 
pendidikan Inklusi di SMK N 9 Surakarta maka deskripsi dan analisis yang didapat 
berdasarkan analisis SWOT menunjukkan bahwa komponen yang paling banyak 
muncul adalah komponen weakness atau kelemahan. Munculnya komponen weakness 
dalam SWOT untuk melihat pelaksanaan pendidikan inklusif dikarenakan pelaksanaan 
pendidikan inklusif masih terbilang baru. Hal tersebut dikarenakan sekolah inklusif 
yang menjadi salah satu solusi untuk memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak 
berkebutuhan khusus untuk mendapatkan kesempatan dan kesetaraan pendidikan tanpa 
diskriminatif di Indonesia secara formal dideklarasikan pada tanggal 11 Agustus 2004 
di Bandung. Hal tersebut berarti sistem pendidikan inklusif baru berjalan 8 tahun, 
sedangkan untuk Kota Surakarta secara resmi baru dicanangkan pada 2013 sehingga 
dalam pelaksanaannya masih sangat banyak kelemahan dan perlu banyak perbaikan. 
Dalam melihat pelaksanaan sistem pendidikan inklusif di SMK N 9 Surakarta, 
berdasarkan analisis SWOT komponen weakness yang paling banyak muncul pada sisi 
pelaksanaan proses pembelajaran, karena sistem sejarah perjalanan pendidikan inklusif 
masih dikatakan belum lama, selain itu label buruk tentang ABK masih mendarah 
daging dalam masyarakat sehingga proses pembelajaran yang dilakukan di kelas 
inklusif juga masih sekedarnya. Hal tersebut dikarenakan guru pengampu mata 
pelajaran adalah bagian dari masyarakat, sehingga guru tersebut juga memiliki 
pemikiran-pemikiran seperti masyarakat mengenai ABK. Hal tersebut diperparah 
dengan ketidakmampuan guru mata pelajaran dalam melakukan manajemen 
pembelajaran di kelas inklusif dan minimnya dukungan pihak sekolah untuk 
memberikan pelatihan manajemen pembelajaran, sehingga tidak terdapat proses 
pembelajaran khusus bagi ABK. 
Selanjutnya adalah rumusan masalah kedua yakni Kepedulian yang dibangun 
antarsiswa dalam sebuah kelas inklusi di SMK Negeri 9 Surakarta diperoleh hasil 
bahwa sudah terdapat hubungan cukup baik antara ABK dan non-ABK. Hal tersebut 
dikarenakan pihak sekolah telah melakukan sosialisasi keberadaan ABK kepada seluruh 
elemen sekolah sejak awal yaitu saat upacara pembukaan MOS dan khusus bagi guru 
pengampu mata pelajaran dilakukan pada saat rapat tahun ajaran baru. Interaksi antara 
ABK dengan non-ABK di sekolah sudah cukup baik, mereka sudah dapat saling 
berkomunikasi dan saling membantu tanpa memandang perbedaan kemampuan fisik 
maupun mental.  
Setelah mengadakan penilitian tentang Pelaksanaan Sistem Pendidikan Inklusi 
sebagai Perwujudan Pendidikan Tanpa Diskriminasi maka peneliti memberikan saran 
sebagai berikut: 
1. Bagi Sekolah 
a. Sekolah hendaknya melakukan pengontrolan dan evaluasi terhadap 
pelaksanaan proses pembelajaran di kelas inklusif. 
b. Sekolah hendaknya memberikan pelatihan tentang pembelajaran di kelas 
inklusif untuk guru pengampu mata pelajaran. 
c. Melengkapi sarana dan prasarana atau fasilitas untuk menunjang 
kegiatan pembelajaran ABK dengan mengajukan proposal kerjasama 
dengan pihak-pihak terkait seperti LSM/SLB. 
2. Bagi Pemerintah 
a. Dinas Pendidikan Daerah hendaknya membuat pedoman pelaksanaan 
(petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis) tentang pendidikan inklusif. 
b. Dinas Pendidikan Daerah hendaknya mengadakan pendidikan dan 
latihan (Diklat) mengenai pendidikan inklusif untuk seluruh elemen 
sekolah . 
c. Dinas Pendidikan Daerah hendaknya melakukan pendampingan, 
pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem pendidikan 
inkusif di sekolah yang ditunjuk agar sekolah dapat memperbaiki sistem 
yang masih tidak sesuai dengan prinsip inklusif. 
d. Dinas Pendidikan Daerah hendaknya melakukan penelusuran terhadap 
ABK yang belum tersentuh pendidikan dan memberikan sosialisasi 
kepada orangtua ABK mengenai keberadaan sekolah inklusif. 
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